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Kerangka Acuan Kegiatan
Pelatihan untuk Pemantau Independen

Latar Belakang

Hutan sebagai paru-paru dunia, sama hal nya dengan paru-paru sebagai sistem pernapasan yang bisa
rusak jika pemeliharaannya tidak seimbang dengan penggunaannya. Jika satu pohon saja dianggap
dapat menyelamatkan kehidupan, maka hutan yang disebut paru-paru dunia dapat menyelamatkan
banyak kehidupan. Agar sistem pernapasan dunia ini terus berfungsi dengan baik tentu saja kita
harus menjaga sedemikian baiknya. Jika sistem pernapasan dunia ini mengalami kerusakan maka
tidak hanya manusia, tapi habitat flora dan fauna juga akan terkena imbasnya. Flora dan fauna dapat
kehilangan habitatnya bahkan berpotensi mengalami kepunahan akibat rusaknya hutan. Hutan yang
rusak juga tidak lagi dapat berfungsi sebagai pengendali bencana, baik itu bencana alam, sosial
maupun ekonomi.

Provinsi Bengkulu, memiliki hutan yang kaya potensi energi di dalamnya. Kawasan hutannya
memanjang di bagian selatan Bukit Barisan dari Lampung hingga Sumatera Barat. Mmencapai 46%
dari luas keseluruhan wilayah darat provinsi Bengkulu. Seluas 924 ribu hektar dari 1,9 juta hektar
wilayah provinsi Bengkulu adalah kawasan hutan. Berdasarkan data Rencana Kehutanan Tingkat
Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2033, dari luas cagar alam sebesar 4.300 Ha, hanya tinggal sekitar
31% yang masih merupakan hutan. Ini pun hanya dalam bentuk hutan sekunder. Tutupan sisanya
sudah berupa non hutan. Hutan Bengkulu telah melalui tiga rezim ektraksi, pertama rezim logging
kayu melaluiizin HPH di tahun 70 an hingga 90 an. Kedua, rezim perkebunan sejak tahun 90 an hingga
saat ini. Ketiga, rezim pertambangan minerba yang massif sejak 2000 an hingga sekarang. Saat ini
puluhan ribu hektar hutan kita diancam oleh izin usaha pertambangan, baik berstatus eksplorasi
maupun eksploitasi. Seluas 72.122,95 ha IUP (Izin Usaha Tambang) berada dalam kawasan hutan
Bengkulu.

Hutan Bengkulu merupakan salah satu pendukung penting keseimbangan alam yang kelestariannya
harus kita jaga. Karena, Jejak buruk aktivitas perusahaan saat ini tidak dapat kita abaikan begitu saja.
Mengingat masifnya izin-izin konsesi yang diterbitkan pemerintah untuk perusahaan industri
ekstraktif membuat kekhawatiran hutan tidak dapat terjaga kelestariannya semakin besar, maka
menjadi alasan penting untuk kita bersama-sama bersinergi menjaga kelestarian hutan dengan
melakukan pemantauan kawasan hutan di bengkulu. Semakin banyak kegiatan pemantauan akan
semakin berkontribusi terhadap upaya pelestarian kawasan hutan.

Peran pemantau independen menjadi sangat penting dalam kerja-kerja pemantauan hutan, sumber
daya manusia untuk melakukan pemantauan di hutan Bengkulu juga belum begitu banyak. Sehingga
diperlukan pelatihan bagi pemantau guna meningkatkan kemampuan serta kuantitas pemantau
independen di Provinsi Bengkulu.
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Capaian Kegiatan
Terlaksananya pelatihan pemantauan serta terlatihnya sebanyak 15 orang pemantau independen
dengan memastikan keterwakilan perempuan sebagai peserta.

Tujuan Kegiatan
Pelatihan pemantauan bagi penggiat NGO dan komunitas sekitar konsesi izi untuk peningkatan
Kapasitas Pemantau di Provinsi Bengkulu

Tempat dan Waktu Kegiatan
Kegiatan ini akan diselenggarakan di Xtra Hotel Bengkulu pada Kamis, 7 Januari 2021 s/d Jumat, 8
Januari 2021 pada pukul 09.00 wib sampai dengan selesai.

Metodologi kegiatan
— Kegiatan akan difasilitasi oleh satu orang fasilitator.
— Narasumber akan menyampaikan materi dengan ceramah. JPIK (Jaringan Pemantau
Independen Kehutanan)
- FGD

Materi yang akan Disampaikan
— Tata Kelola Kehutanan
—  SVLK
— Tata Usaha Kayu
— Peran Serta Masyarakat Dalam Pemantauan
— Pemantauan dan Investigasi
— Pengajuan dan Penyelesaian Pengajuan

Peserta
1. Genesis Bengkulu 2 orang
2. ED WALHI Bengkulu 2 orang
3. Kanopi Bengkulu 2 orang
4, Kelopak Bengkulu 2 orang
5. Komunitas dari Mukomuko 3 orang
6. Komunitas dari Bengkulu Utara | 3 orang

Penutup

Demikianlah kerangka acuan kegiatan ini kami buat untuk memberikan gambaran kepada para
undangan. Atas perhatian dan kerjasamnya kami mengucapkan terimakasih.
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LAPORAN PARTISIPASI KEGIATAN (BTOR)

Nama Pembuat Laporan | GENESIS Bengkulu

Kode kegiatan/Budget | Rp. 37.800.000

Judul Kegiatan Pemantauan IUPHHK- HA PT. BENTARA ARGA TIMBER
(PT.BAT) Serta Peningkatan Kapasitas Pemantau di
Provinsi Bengkulu

Tujuan Kegiatan Melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh PT. Bentara
Agra Timber di Provinsi Bengkulu.

Penyelenggara/Sponsor | Independent Forest Monitoring Fund

Waktu Kegiatan e Pemantauan IUPHHK-HA PT.Bantara Agra Timber
(13-23 Desember 2020)

e Pelatihan Peningkatan kapasitas pemantau di Provinsi
Bengkulu (7-8 Januari 2021)

Tempat Kegiatan e Pemantauan IUPHHK-HA PT.Bantara Agra Timber
(Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu)

e Pelatihan Peningkatan kapasitas pemantau di Provinsi
Bengkulu (Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu)

Proses Pelaksanaan Kegiatan Utama :

1. Analisis spasial wilayah konsesi PT BAT.

2. Analisis rantai peredaran kayu dari PT BAT (via website,
jaringan dan investigasi lapangan)

3. Malaporkan hasil temuan pemantauan

4. Publikasi dan kampanye

5. Pelatihan Pemantauan Independen

Hasil Kegiatan Hasil Utama :

1. Laporan studi dan analisis spasial wilayah konsesi, status dan
fungsi kawasan areal izin pada PT BAT di Kabupaten
Mukomuko dan informasi aktor serta modus penguasaan
konsesi IUPHHK-HA.

2. Laporan narasi hasil interview/investigasi, analisis,
flowchart gambaran alur peredaran kayu dan dokumentasi
(foto, video, GPS, recorder).

3. Adanya surat keluhan hasil pemantauan yang dikirimkan
ke lembaga sertifikasi PHPL dan KLHK.




FAO-EU ELE BT PROGRAMME
5 NN L
Food and Agriculture I B Sweden
© Organization of the . 1 N
United Nations H
$ I B Sverige uKaid

Independent Forest Menitoring Fund

4. Terbit dan terdistribusikannya sebanyak 200 eksemplar
factsheet terkait hasil pemantauan dan cerita pembelajaran
pelatihan untuk pemantau.

5. Terlaksananya pelatihan pemantauan serta
terlatihnya sebanyak 15 orang pemantau
independen dengan memastikan keterwakilan
perempuan sebagai peserta.

Kelompok Masyarakat di areal konsesi PT.BAT dan Kelompok NGO di
Sasaran/Penerima Bengkulu
Manfaat
Pembelajaran 1. PT BAT tidak melakukan pengawasan dan pemantauan
yang diambil atau Areal kerja secara baik pada konsesi IUPHHK-nya,
pengetahuan yang sehingga terdapat pihak ke 3 yang menguasai lahan
diperoleh dari kegiatan dan menanam kelapa sawit.

2. Areal IUPHHK PT BAT merupakan bagian dari koridor
dan habitat Gajah Sumatera di langsekap Seblat.

3. IUPHHK-HA PT BAT itu pintu penghabisan hutan.
4. Memperkuat pengetahuan dalam mengakses data

penjualan dan pendapatan negara dari hasil perdagangan
kayu.

Usulan tindak lanjut Tindak Lanjut PIC Deadline
Akan Melakukan Pelaporan
Hasil Temuan Lapangan dan
Kajian terhadap pelanggaran
dalam IUPHHK-HA PT BAT
FGD hasil temuan

lapangan bersama

dengan para pihak yang
memilik kewenangan

terkait

Penerbitan lembar fakta dari
pemantuan dan pelatihan yang
akan di sebar luaskan kepada
pihak kementian atau
pemerintahan, CSO, Penggiat
lingkungan dan komunitas di
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dekat kawasan hutan sebagai
informasi.
Kampanye media untuk
mendorong dilakukannya
evaluasi dan penegakan
hukum terhadap izin dan
kesalahan PT BAT

Hasil pengamatan akan Sangat | Baik Sedang | Buruk Alasan
pelaksanaan kegiatan Baik ‘

Manfaat \Y/
kegiatan
bagi peserta
Kualitas
Fasilitator
Kualitas \/
Narasumber
Kualitas
partisipasi
peserta
Kejelasan \/
tindak
lanjut

Cerita Menarik (ada
perubahan, manfaat) -
Siapa dan Foto

Implementasi Social
Inclusion (approachto | -
gender responsive, pro
poor dan vulnerable
communities)




Deskripsi Singkat Kegiatan Pelatihan Pemantauan Independen

Kegiatan pelatihan pemantauan independen ini diselenggarakan pada Kamis, 7
Januari 2021 s/d Jumat, 8 Januari 2021 pada pukul 09.00 wib sampai dengan selesai di Xtra
Hotel Bengkulu. Dengan peserta yang melibatkan lembaga pemantau independen dan
komunitas di dekat kawasan hutan.

Tabel: Peserta Pelatihan Pemantauan Hutan

1. Genesis Bengkulu 2 orang
2. ED WALHI Bengkulu 2 orang
3. Kanopi Bengkulu 2 orang
4. Kelopak Bengkulu 2 orang
5. Komunitas dari Mukomuko 3 orang
6. Komunitas dari Bengkulu Utara 3 orang

Note: keterwakilan perempuan sebagai peserta

Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pemantau dilaksanakan selama 2 hari.
Disetiap materinya, para peserta di berikan lembar Pre Test sebelum pemateri
menyampaikan materi dan Post Test setelah materi di sampaikan untuk mengetahui
pemahaman para peserta mengenai pemantauan.

Hari pertama materi yang disampaikan yaitu mengenai Tata Kelola Kehutanan
yang disampaiakan oleh Supintri Yohar dan dilanjutkan dengan pemateri ke dua yaitu
Deden Pramudiana dengan 2 materi yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan
Tata Usaha Kayu.

Di hari kedua materi yang disampaikan ada 3 materi, yang pertama disampaikan
oleh Deden Pramudiana dengan materi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemantauan. Materi
kedua yang disampaikan oleh Supintri Yohar dengan tema Pemantauan dan Investigasi,
dan materi terakhir disampaikan kembali oleh Deden Pramudiana dengan tema Pengajuan
dan Penyelesaian Pengajuan, dan diakhiri dengan foto bersama peserta dengan pemateri
pelatihan.



Materi Nara Sumber : Supintri Yohar (Genesis Bengkulu)
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Pengelolaan Hutan Bengkulu
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Kawasan hutan Indonesia L L g g Kawasan hutan Bengkulu I
Luasan (Hektar) Luasan (Hektar)
SK Menhut No. 784
1000 % 1000 %
x1000) # (x1000) @ fahun2012;
Kawasan Hutan 120.385,60 64% Kawasan Hutan 926,6 46% penunjukan KH Bengkulu
Areal Penggunaan Lain (APL) Areal Pen L 924.631 hektar
6736620 3% ggunaan Lain (APL) 10783 %
Total Daratan 187.751,80 Total Daratan 20029
Fungsi Kawasan hutan Total Luas (Ha)  Luas Tutupan Hutan (Ha) (x 1000) Fungsi Kawasan hutan Total Luas (Ha)  Luas Tutupan Hutan (Ha) (x 1000)
Tutupan Hutan  Tutupan Nen Tutupan Hutan  Tutupan Non
(x 1000) Hutan (x 1000) Hutan
1. Hutan Kenservasi (HK) 21.887,2 17.3157 45715 1. Hutan Konservasi (HK) 46297 399,40 6357
2. Hutan Lindung (HL) 29.661,0 237813 5.789.7 2. Hutan Lindung (HL) 250,75 169,00 81,75
3. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 267879 212208 5.567,1 3. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 173,28 62,10 111,18
4. Hutan Produksi Tetap (HP) 29.202,1 16.943,1 12.259,0 4, Hutan Produksi Tetap (HP) 25,87 14,40 11,47
5. Hutan Produksi yang dapat di 12.847.5 62712 65763 5. Hutan Produksi yang dapat di 0,10 11,66
Konversi (HPK) Konversi (HPK) A
Total Kawasan Hutan 120.385,60 85.532,10 34.763,60 Total Kawasan Hutan 9246 8450 (70%) 279,6 (30%
Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2019 Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2019

TATA KELOLA KEHUTANAN

+ TATAKELOLA

Rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan yang mempengaruhi serta
pengontrolan suatu.

+ KEHUTANAN

Sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan,
dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
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Ketentuan Pasal 15 diubah schinggn berbunyi sebagai
berikut

Status Kawasan hutan di Bengkulu
Hutan status di tunjuk = 924.631 Hektar Pusal 15

Penguiuhan kawasan hutan sebagaimara dimasud
dalam Pasal 14 dilakulan melalui.

Kawasan hutan ditetapkan & penunfukan kawasan hutas;

b, penataan batas kawasan hutan;

€. pemetaan kawasan hutan; dan
. penctapan kawasan hutar,
Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana diraksud

Hasil Realisasi Percepatan Penetapan

Kawasan Hutan Seluruh Indonesia e ant () didolan dopaa mespetatian
revcana ta ung wiaya
fﬂhUn 20” 3) Pengukuhan kawssan hutan  dilakukan dengan

nalog informasi dan  koordinat

Luas : 68.688,59 Ha (17 SK 30, Lembar 'f*wmj';’“'ih
Peta) Penerah
pengukuhan kawasan hutan wbagaimia dinaksad
paca ayut (1) paa daerah yang strategis.

(5) Ketentuan

sat  memprioritaskan  percepatan




RUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Peta Interaktif
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Materi Nara Sumber : Deden Pramudiana (JPIK)

Hasil Hutan

Deden Pramudiana ~ Media Campaigner
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
Email

No Hp:; of

Obyek SVLK

”UTAN HAK TANAH MILIK
HAJHT/PEMEGANG HAK
PENGELOLAAN (a.l.

PERHUTANY) 3 IPK/ILS/HTHR
Hnmxmmn ?
INDUSTRI
F.ENGRMJ‘N‘
PEDAGANGENSF!JR
6 m

Mekanisme ekspor

'DOKTMEN V-LECAL
B PRINT OLEN LVLE

LV-LK
40 HS Code

PROSES PENERBITAN Dokumen V-legal

Lol Competent Authority

Customs Negara IMPORTIR
Tujuan

Apa itu SVLK?

+ Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah sebuah sistem yang bertujuan
untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu dapat diverifikasi dalam
rangka menjamin sumber yang legal dan lestari.

Legalitas Ketelusuran

Perbaikan Tata Kelola Kehutanan

Prinsip, kriteria dan indikator svlk

Norma Penilaian

. Baik, Sedang, Buruk Prasyarat .
s
S
Produksi )=
5§
[ =
T3
Ekologi .::" g
w o
H
VLK Hutan e . £
dan Industri Mermenuhi

Jangka waktu sertifikat dan penilikan

4 e<gang Hak Pengelci: ] 12
S-LK pamegang IUPHHE-HA/HT/RE dan Remegang Hak Pengelclaan 3 12
3-LK pemegany TUPEHK-HTR/FRm/HD/HTHR L] £
5-LK IPE, termasuk IPPKH (tambang) 1 L]

sebelum herakhis kila
LK TPREK (pomangutan) 0 diperpanjang
5L Industri primer i atas §.000 mS/tahan a 12

LK Indusiri priver /4 6000 Ti3/1abin atau selarah bha bakunya dari kays

‘Hutan Hak dgn Nota atan SKAT [sekarang DEP) ¢ “
S-LIK IUT dgm invwestasl i &tas IDRSO0TII ] 12
S-LK TU] dgn inwesasi u/d IDRG0Gjuta. TET. TDI, ETRIK Non-Pradusen ] £

S-LK Hustan Hak dan IRT/Pengrajin 0 1l

Perkembangan SVLK

Prengembangan SVLK = Pombarlakuin EUTR
Bessaisia malt] * Penandstanganan
FLEGT-WPA {30-g- 3013) anLHK No
stalcholelers :
- Ratifikas! PuaaMerdikSetjen

Deklarasi
Bali tontang FLEG

Prermenhut Pyalon

Negosiasi FLEGT-
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ax Prrmendag o Gy
Diimplementasikan Perment HK P.gfzig W
Katfasama Biateral - Shipment
dengan USA, Jepang, Joint-Statement Tost
Cina, kg dan FLEGT-VFA Res s
pusal EUTR gos/iaia . produk industr

kehutanan

Elemen dan Skema SVLK
L KEMENTERIANRegulator)

( ..... o 5. Pamnta
{ NASIONAL (KAN) Independent (PI)

SERTIFIKAT
AKREDITAS]

Lembaga Sertifikasi —
LPPHPL | LVLK DOKUMEN V-Legal

(FLEGT License)

l EKSPOR

UNIT MANAJEMEN

Situasi saat in

Sebagunbesar 0 L F
perusahaan/auditee > z 5 uta

(on and off forests) hektar Wlitan dan

sudah lebih menerima/ e
kooperatil/ supportive “1 3172 Industri *

Kayu sudah
TERSER'

sejak 2010)

CSO-konsorsium
(sebagai pemantau Pemerintah merspon Perbaikan
independen) o seuapma}ah yang... RegnLgSL

Alktif melakukan

muncul/dilaporkan
pemantauan




Pemanfaatan Hutan

Alur Administrasi Peredaran Kayu

o Pemanfaatan HHK untuk kesejahteraan
o Pemanfaatan dengan Mekanisme
Perizinan

o Menjamin Hak Hak Negara
o Menjamin Kelestarian Hutan

o Pencatatan, dokumentasi,pelaporan kegiatan
perancanaan, peanebangan/pemanenan,
pengangkutan/peredaran, pengolahan di
industri

Perubahan Paradigma PUHH

\/oundum«-

=4
> Industri %
Mutan Negara - P dndustri
Hutan Hak

tanjutan

/
Vemenregn V

'SVLK berfungsi memastikan
selurub pemegang (zinhak
pengelolaan comply terhadap
peraturan dan pervadangan yang
‘berlak, atas jaminn
pemantavan independen”

e
Ehsport

c\gﬁ | Eetl
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Regulasi Pemanfaatan Hutan

‘ 1 Tidaksah
L N
P

]
$ T
. R

Pengendalian

P

/Ftnﬂmv\lﬂ: Legal \/Mﬁﬂlhlh: Legal Pemasaran: Legal
Manfaat SIPUHH Jaring Pelaksana SIPUHH
Sebelum SIPUHH [ SIPUHH ] PR ™ o

1. Laporan/data produksifangkutan real time

. GAMNISPHPL sebagai petugas PUHH dapat
sepenuhnya dikendalikan (masa berlaku kartu
berakhir, maka tidak dapat menerbitkan
dokumen)
Penyalahgunaan/pemalsuan dokumen angkutan
mudah dideteksi/ diidentifikasi melalui sistem,

b

4. Pemegang izin yang melakukan pelanggaran
dibekukan hak aksesnya.

. Menitoring dan pengendalian palaksanaan
PUHH cleh instansi terkait (Dinas Kehutanan
dan BPHP) mudah dilakukan.

Kelola Data SIPUHH KayuAlam

SAAT INI —
SEBELUMNYA 1. Laporan/data produksijangkutan terlambat
d tidak lengk:
A. Self assessment dan ° S a"ja“a“ ispr apl:
. a - Sepenuhnya elektronik melalui 2. Kendali GANISPHPL sebagai pelu;as PUHH
official assessment SIPUHH lemah {masa berlzku kartu berakhir, masih
B. Manual X o . bisa menerbitkan dokumen)
.
C. SIPUHHdengan Velﬁkas'mlld:s' clblesim 3. Penyalahgunaan [pemalsuan dokumen
lingkup terbatas * Dokumenangkutan  e-SKSHHK angkutan sulit dideteksifdiidentifikasi,
. X . * Bindalwas dengan post audit yang B
D. Bindalwas oleh instansi handal berdasarkan Early Werni 4 Pemegang izin yang melakukan
andal berdasarkan Early Warning pelanggaran tidak dapat langsung
System daniSIPUHH dikenakan sanksi.
5. Monitering dan pengendalian pelaksanaan
PUHH aleh instansi terkait (Dinas
Kehutanan dan BPHP) sulit dilakukan.
Kurji:
e
Rencana * Collectdtn
Produksi L SIMPONI
| e-Buku Ukur

pr—m— =

« Calect batang

Cruising: Panerimaan:
* Barcodu pohan * Collect batang.
+Gallect dstapcbon | elvke + Coloct dokuman » BukuUkur
Pengangluutan KB
e-LHC * Lallest batang
e * Idbarcode
Target RKT: bk pl:hng:lrman ] PR R "
* Database pohoe Penerimaan: .
vergdichong + Cellectbatarg. Bl bl
* Calloct dokuman
i Pengangkutan KO:
[ — .
=] Parganghan; _L_"'"""K )
* Collect betang
- esKSHHK eLMKE
e [MHD
e-LMKB :

" SIPNBP-
SIMPONI "

#SKSHHK
*DKB * SKSHHK
o Idbarcode + DPKB
bata « Idbarcode
| batang

Aplikasi collecting data android

1UPHHK-HA
y __TPKAntara
>

* Hanya kayu bulat dari hutan alam yang terekam SIPUHH
+ Belum terintegrasi secara menyeluruh dengan SIRPBBI
« Pengawasan tidak efektif karena hanya pihak tertentu

INDUSTRI PRIMER yang memiliki akses terhadap data dan informasi SIPUHH

IPKL/TPT-KO
Kurji:
Rencana 'm::“"'
Produksi [ SimvEunE
P v
kil

eLHP

| Cruising Penerimasn:
|t ienen
&-LHC Pengangkutan Ke:
(s e
Target RKT: Pengolshan:
i [ Engemeara
ot prosuks 0
« Celleet daamen Penganghutan KO:
e
Pengangkutan:
* st | e-mks
+ e-LMKD
e-LMKB
— Aliran dokumen —
= P Proses verifikasifvabidasi IPKL/
- Basis verifikasi adalah volume. TPT.KO



Pemantauan dan Evaluasi

Jenis Pelanggaran dan Sanksi PUHH

OFFICIAL A

Terima Kasih

Website: www.jpik.or.id

Fanpage FB: Jaringan Pemantau Independen Kehutanan
1G: @laporjpik

Twrtter: @laporjpik

Email: jpikmail @grmail com

Telp: (0252) 8397372

Peluang Pengawasan Peredaran Kayu di Simpul Lain

“Terdapn kewajiban pelaporan secara rutin oleh perusahaan bongkar muat

barang (Permenhub No.ap}nz&)”




Materi Nara Sumber : Deden Pramudiana (JPIK)

Pelaporan Hasil
Pemantauan

Pelatihan Pemantauan Kehutanan
Bengkulu, Janvari 2021

Deden Pramudiana - Media Campaigner
Jaringan Pemantau independen Kehutanan LPIK)
Emalt:deden.jpiki@gmail.com

3 Mo Hp: 085658947260
5 I 1

Pelaporan Pemantauan

* Desk Research termasuk
RPBBI dan SILK

* Hasil Pemantauan/Investigasi

* Publikasi/Kampanye

Eksternal/Produk HIELIEhICHTS
* Laporan Keluhan

» Temuan Ketidaktaatan

1. Rincian Temuan

2. ReferensiTemuan

» Usulan Tindak Lanjut dan Rekomendasi

1 Pengaduan dan Pengawalan kasus ke instansi terkait seperti Pemerintah dan Lembaga
Sertifikasi

+ Melalvi kampanye (Publikasi Laporan, Press Conference, Fact Sheet, dan lain-lain)

» Referensi

Pengantar

» Pengertian Laporan » Mengapa Pelaporan itu Pel

- suatu bentuk penyajian dari suatu

fakta mengenai suatu keadaan ataupun = Sebagaf Pertanggungja
suatu kegiatan ?
L]

» LAPORAN NARASI

= Sumber Informasi

* Ciri-ciri
+/ Ringkas
“ Lengkap 4 Bahan pengambilan ke

+ Logis
5 Bahan penyusunan rent
v Sistematis kegiatan berikutnya

Dokumentasi Pendukung
2, e 1 @
i
i [mmf‘mh"a" J‘ [Buktikan@nGPS]
ﬂ- M oo

Laporan Pengaduan

Alat menyampaikan informasi

Pelaporan Internal
» Pemenuhan Kaidah

- m@ @Y
Siapa?

Dimana? 5 w ’ H

Kapan?

Mengapa?

5. Bagaimana?

WHO,

Pelaporan External
Produk kegiatan pemantauan SVLK

Disampaikan kepada pimpinan instansi terkait seperti

KLHK, Kepolisian, KPK, DLHK, dan lain-lain berdasarkan

temuan ketidaktaatan dalam proses pelaksanan SVLK

Terdiri dari surat pengantar dan materi keluhan

» Pastikan mengikuti pedoman yang tercantum dalam aturan
resmi SVLK

) Pastikan laporan keluhan dan pengajuan keluhan sesuai dengan"""
working standard

» JPIK dan Genesis Bengkulu sebagai Tembusan atau dapat
sebagai pengirim

» Laporan pengaduan kasus kepada KLHK, Kepolisian, KPK, DL
dan lain-lain

» Publikasi/Kampanye

1. Surat/Laporan Keluhan kepada Lembaga Sertifikasi dan/atau
Komite Akreditasi Nasional

2. PressRelease
5. Fact Sheet/Lembar Fakta
4 Media (Press Conference, Diskusi Panel, Website, Sosial



Surat/Laporan Keluhan

Disampaikan kepada Direktur Lembaga Sertifikasi danfatau Direktur
Akreditasi KAN untuk proses dan keputusan akreditasi atau kinerja LS
yang sudah memeroleh akreditasi, berdasarkan temuan ketidaktaatan
dalam proses pelaksanan SVLK,

Terdiri dari surat pengantar dan materi keluhan:

) Pastikan menglkuti pedoman yang tercantum dalam aturan resmi SVLK -
Perdirjen PHPL No. 14 junto No. 15 tahun 2016

Pastikan laporan keluhan dan pengajuan keluhan sesuai dengan warking
standard

v

v

JPIK dan Genesis Bengkulu sebagai Tembusan ataupun dapat sebagai pengirim
KAN dan KLHK (Kepala Subdirektorat Sertifikas dan PHH) sebagai Tembusan

v

Followup Pengaduan dan Keluhan

» Keluhan yang diajukan Pemantau Independen akan dipelajari oleh
Lembaga Sertifikasi dan ditanggapi secara tertulis relevansi
keluhan dimaksud = selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja
terhitung sejak diterima keluhan

» Penyelesaian atas keluhan oleh Lembaga Sertifikasi disampaikan
secara tertulisa kepada pihak yang mengajukan keluhan atau
banding > selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kalender
terhitung sejak diterimanya laporan keluhan atau banding

Format Laporan Keluhan
Berdasarkan Perdirjen PHPL No. 14 tahun 2016 (Lampiran 5)

Laporan disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi dengan:

1

Judul yang menggambarkan isi lampiran
Identitas yang mengajukan laporan secara jelas sekurang-kurangnya
berisi:

a) Nama Lengkap;

b) Alamat;

¢) Nomor telepon yang bisa dihubungi danfatau alamat email;,

d) Lembaga Jaringan, dalam hal pemantau bergabung dengan lembaga jaringan
pemantau yang terdaftar

Format Laporan Keluhan
Berdasarkan Perdirjen PHPL No. 14 tahun 2016 (Lampiran 5)

) bahan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

(2 Datafinformasi awal yang diperoleh dari berita media dan/atau kesaksian lang
narasumber (pemberi informasi, responden atau Informan) yang dilengkapi dei
bahan penguatf pendukung.

(= Datafinformasi tak terbantah yang merupakan kesaksian langsung Pl yang
dilengkapi dengan bahan penguat/pendukung, dan/atau data/informasi awal yang
telah divji silang atau divalidasi.

+ Rekomendasi yang tegas dan jelas disertai permintaan follow up dan
informasifupdate penanganan kasusnya



Lampiran Dokumentasi Kegiatan

Gambar 20 : Pembukaan Pelatihan pemantauan



Gambar 22 : peserta dari NJO Bertanya



Gambar 23 : komunitas dari Bengkulu Utara (KOPLING)

Gambar 24 : pemateri Deden Pramudiana memaparkan materi



Lampiran Daftar Hadir Peserta Pelatihan
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Pre Test

Survei Pengetahuan

Nama:
Lembaga:

Alamat: Email/HP:

1. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), telah dikembangkan oleh para pihak di Indonesia antara lain,
pemerintah, LSM, akademisi, Asosiasi, pelaku usaha, Lembaga Survei/Audit, pemantau independen,
KAN, masyarakat madani, sejak Deklarasi Bali 2001. SVLK telah menjadi kebijaksanaan Pemerintah
Indonesia sejak tahun 2009 yang bersifat:

a. Sukalera (voluntary) utk bisnis hutan dan industri pengolahan kayu primer dan lanjutan (di
hulu dan hilir)

b. Wajib (mandatory) utk bisnis hutan (hutan negara dan hutan/lahan hak/hutan rakyat) dan
industri pengolahan kayu primer dan lanjutan (di hulu dan hilir).

c.  Wajib utk industri pengolahan kayu primer dan lanjutan saja (di hilir)

d.  Wajib utk bisnis pemanfaatan hutan negara dan hutan/lahan hak/hutan rakyat saja (di hulu)

2.  Kayu dan produk kayu bersertifikat SVLK hanya diwajibkan untuk ekspor ke pasar Uni Eropa, tidak
untuk pasar internasional lainnya.

a. Benar
b. Salah

c. Bukanaataub

3. Apayang Saudara ketahui mengenai LP&VI:

a. Lembaga Pemantau & Verifikasi Indonesia, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh
KAN dan ditetapkan oleh Kemenkeu

b. Lembaga Pemasok & Verifikasi Internal, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh
KAN dan ditetapkan oleh Kemendag

c. Lembaga Penjamin & Verifikasi Industri, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh
KAN dan ditetapkan oleh Kemenperin

d. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh
KAN dan ditetapkan oleh Kemenhut

4. Sesuai Peraturan No. P. 30/MenLHK-11/2016, sertifikat PHPL dan/atau Sertifikat LK diterbitkan oleh:
a. Kementerian Kehutanan Rl

b. Kementerian Perdagangan Rl

Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund)
Gedung Setyajaya Blok J

JI. Raya Pajajaran No. 23 Kel. Baranangsiang

Kec. Bogor Timur, Kota Bogor
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c. LP&VIberbadan hukum Indonesia dan terakreditasi

d. Kementerian Perindustrian R

5.  SVLK merupakan inisiatif, dorongan dan intervensi negara asing, utamanya Uni Eropa melalui FLEGT-
VPA bukan komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya menjamin legalitas kayu dan produk
perkayuan kita baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

a. Benar

b. Salah
c. Tidak ada tanggapan/pilihan

6. Dalam melakukan investigasi lapangan, keamanan pemantau menjadi penting untuk diperhatikan.
Apa saja sumber resiko keamanan pemantau?

7. Dalam pelaksanaan verifikasi SVLK, apa saja yang menjadi indikator penilaian kinerja PHPL dan VLK?

Indikator PHPL Indikator VLK

8. Dalam pelaksanaan pemantauan berbagai aktivitas illegal dalam sector kehutanan, seperti kegiatan
illegal logging dan perambahan kawasan hutan, saat ini tidak mesti harus kelapangan, karena dapat
dilakukan jarak jauh:

a. Salah.
b. Benar.
C. A ATAU D AIBSANNYA oottt et ettt ettt e ettt et ettt ettt et e eaeae s

9. Apakah pernah mendengar terkait tools analisis spasial Locus gis, Locus Map, dan Locus Map tweak,
a. Pernah
b. Belum pernah

C.o Bila Y. JRIASKAN ... e e e et e

Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund)
Gedung Setyajaya Blok J

JI. Raya Pajajaran No. 23 Kel. Baranangsiang

Kec. Bogor Timur, Kota Bogor
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Independent Forest Monitoring Fund
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Dibawah ini merupakan sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemantau

independent, kecuali

11.

12.

13.

a
b.

o

Dana CSR

Dana bencana

Dana hibah dari Lembaga internasional
Dana langsung dari pemerintah

Semuanya benar

Sebutkan minimal 3 syarat penting seorang investigator/pemantau

Sebutkan minimal 3 langkah strategis yang mesti di lakukan terkait Hasil pemantauan

Sebutkan dan jelaskan media kampanye yang paling efektif untuk publikasi hasil pemantauan

Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund)
Gedung Setyajaya Blok J

JI. Raya Pajajaran No. 23 Kel. Baranangsiang

Kec. Bogor Timur, Kota Bogor
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Post Test
Survei Pengetahuan
Nama
Lembaga :
Alamat : Email/HP :

1. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), telah dikembangkan oleh para pihak di Indonesia antara lain,
pemerintah, LSM, akademisi, Asosiasi, pelaku usaha, Lembaga Survei/Audit, pemantau independen,
KAN, masyarakat madani, sejak Deklarasi Bali 2001. SVLK telah menjadi kebijaksanaan Pemerintah
Indonesia sejak tahun 2009 yang bersifat:

a. Sukalera (voluntary) utk bisnis hutan dan industri pengolahan kayu primer dan lanjutan (di
hulu dan hilir)

b. Wajib (mandatory) utk bisnis hutan (hutan negara dan hutan/lahan hak/hutan rakyat) dan
industri pengolahan kayu primer dan lanjutan (di hulu dan hilir).

c.  Wajib utk industri pengolahan kayu primer dan lanjutan saja (di hilir)

d.  Wajib utk bisnis pemanfaatan hutan negara dan hutan/lahan hak/hutan rakyat saja (di hulu)

2. Kayu dan produk kayu bersertifikat SVLK hanya diwajibkan untuk ekspor ke pasar Uni Eropa, tidak

untuk pasar internasional lainnya.
a. Benar
b. Salah
c. Bukanaataub

3. Apayang Saudara ketahui mengenai LP&VI:

a. Lembaga Pemantau & Verifikasi Indonesia, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh
KAN dan ditetapkan oleh Kemenkeu

b. Lembaga Pemasok & Verifikasi Internal, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh
KAN dan ditetapkan oleh Kemendag

c. Lembaga Penjamin & Verifikasi Industri, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh
KAN dan ditetapkan oleh Kemenperin

d. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen, berbadan hukum Indonesia, yang diakreditasi oleh
KAN dan ditetapkan oleh Kemenhut

4. apa vyang saudara ketahui tentang kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas
Pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK):Menjamin hak-hak negara dan kerusakan hutan

a. Menjamn hak pengelolan industri primer dan kelestarian hutan

b. Menjamin hak-hak negara dan kelestarian hutan

c. Menjamin pengelolaan kayu dan industri primer

d. Menjamin hak pengusaha kayu dan industri pengelolaan

5. Sesuai Peraturan No. P. 30/MenLHK-11/2016, sertifikat PHPL dan/atau Sertifikat LK diterbitkan oleh:
a. Kementerian Kehutanan Rl

b. Kementerian Perdagangan Rl
c. LP&VIberbadan hukum Indonesia dan terakreditasi
d. Kementerian Perindustrian R

Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund)
Gedung Setyajaya Blok J

JI. Raya Pajajaran No. 23 Kel. Baranangsiang

Kec. Bogor Timur, Kota Bogor
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6. peta merupakan gambaran permukaan bumi pada suatu permukaan bidang datar yang dinyatakan
dengan skala tertentu. Data vektor pendukung peta meliputi
a. Poligon, line dan point
b.  Poligon, skala, dan line
c. Line, point dan skala
d. Point, poligon dan skala
7.  SVLK merupakan inisiatif, dorongan dan intervensi negara asing, utamanya Uni Eropa melalui FLEGT-
VPA bukan komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya menjamin legalitas kayu dan produk
perkayuan kita baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

a. Benar
b. Salah
c. Tidak ada tanggapan/pilihan
8. Dalam melakukan investigasi lapangan, keamanan pemantau menjadi penting untuk diperhatikan.
Apa saja sumber resiko keamanan pemantau?

9. Jelaskan tools analisis yang bisa digunakan dalam kegiatan pemantauan dan investigasi kehutanan
melalui hp android berbasis playstore

10. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan investigasi dan pemantauan, hutan terkait suatu obyek,
data dan informasi apa yang di butuhkan untuk memperoleh data yang valid terkait obyek investigasi

11. Kegiatan konprensi pers hasil investigasi terkait informasi kajian suatu obyek, persiapan apa saja yang
perlu dilakukan dalam kegiatan tersebut,

12. Apa saja syarat untuk menjadi investigator handal dalam mengumpul data dan informasi terhadap
kejadian suatu obyek

13. Dalam pelaksanaan verifikasi SVLK, apa saja yang menjadi indikator penilaian kinerja PHPL dan VLK?

Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund)
Gedung Setyajaya Blok J

JI. Raya Pajajaran No. 23 Kel. Baranangsiang

Kec. Bogor Timur, Kota Bogor
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Indikator PHPL Indikator VLK

14. Dalam penyelesaian keluhan dan banding, sesuai pedoman penyelesaian keluhan dan banding,
LP&VI harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak yang menyampaikan keluhan selambat-
lambatnya:

a. 20 hari kalender sejak diterima keluhan/banding

b. 20 hari kerja sejak diterima keluhan/banding

c. 14 hari orang kerja sejak diterima keluhan/banding
d. 7 harikerja sejak diterima keluhan/banding

15. Dibawah ini merupakan sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemantau
independent, kecuali
a. Dana CSR
b. Dana bencana
c. Dana hibah dari Lembaga internasional
d. Dana langsung dari pemerintah
e. Semuanya benar

16. Sebutkan isu-isu utama yang ada dalam kegiatan ini!

Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund)
Gedung Setyajaya Blok J

JI. Raya Pajajaran No. 23 Kel. Baranangsiang

Kec. Bogor Timur, Kota Bogor



EVALUASI KEGIATAN

Testimoni dari Para Peserta Pelatihan

Hendrik Ravinidra (Kopling)
Mantap sekali setelah mengikuti pelatihan ini, semakin terbukanya wawasan mengenai kegiatan
yang harus dilakukan perusahaan dan kegiatan — kegiatan pemantauan

Ida sa’adah (Kopling)
Pelatihan ini bagus untuk membuka wawasan saya yang masih awam dalam peduli lingkungan

Sodikun (Kopling)

Pernyataan saya tentang pelatihan ini sangat membantu kepada saya yaitu menambah wawasan
dan pengetahuan saya. Saya sangat berterima kasih kepada Genesis Bengkulu yang telah
mengundang saya untuk mengikuti pelatihan ini.

Haryono (Kopling)
Sangat mantap dan penting untuk diterapkan di lapangan, sesuai dengan agenda yang dibuat.

Andi Kurnia Agung (MAPETALA)

Jumlah Pemantauan Independen yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang
ada. Untuk itu penting sekali masyarakat mengetahui tentang Pemantau Independen dan apa saja
yang dilakukan oleh pemantau independen. Karena perusahan — peusahaan yang ada saat ini
banyak ditemukan melakukan pelanggaran — pelanggaran mengenai legalitas kayu.

Adi (Kelopak)
Pengetahuan mengenai Kebijakan Terbaru dalam Tatat Kelola Kayu Menggunakan SVLK sangat
bermanfaat bagi para pemantau atau calon Pemantau Independen.



